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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian-penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat 

ditarik pemahaman secara umum bahwa hukum arbitrase Indonesia telah memiliki 

beberapa landasan hukum terhadap pengaturan mengenai bifurkasi dalam arbitrase. 

Pengaturan ini mencakup mengenai dasar kewenangan para pihak dan majelis arbiter 

yang dirumuskan secara luas untuk bifurkasi, putusan-putusan akibat bifurkasi 

walaupun terbatas hanya pada putusan akhir yang secara tegas diatur, dan batas jangka 

waktu pemeriksaan arbitrase. 

 

Namun, pengaturan-pengaturan bifurkasi tersebut masih bersifat umum mengatur 

bifurkasi dan mekanisme acara arbitrase yang lengkap sebagaimana diatur dalam 

hukum arbitrase Internasional. Bahkan, masih terdapat kekosongan hukum pada 

berbagai macam bentuk putusan-putusan arbitrase selain putusan akhir yang tidak 

diatur definisi serta sifat final dari putusan-putusan tersebut. Akibat hal tersebut, masih 

terdapat ketidakpastian hukum mengenai eksekusi dari putusan arbitrase selain putusan 

akhir yang tercermin putusan-putusan pengadilan Indonesia dalam kasus Astro. Penulis 

akan menjabarkan beberapa poin kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

A. Pertama, pengaturan mengenai dasar kewenangan bifurkasi yang dimuat dalam 

hukum arbitrase Indonesia diatur secara luas. Maksud dari “secara luas” adalah 

perlunya penafsiran Pasal 31 ayat (1) UU 30/1999 yang mengatur para pihak bebas 

menentukan hukum acara arbitrasenya sendiri, termasuk melakukan bifurkasi 

secara “non-formal” yakni pemisahan pemeriksaan perkara arbitrase tanpa harus 

menyebut “bifurkasi” dalam acara arbitrase. Pengaturan secara luas ini merupakan 

hak para pihak dalam menentukan acara arbitrase yang disepakati, termasuk 

bifurkasi sebagai salah satu acara arbitrase. Selain para pihak, majelis arbiter juga 

memiliki kewenangan sendiri dalam menentukan acara arbitrase yang tidak diatur 

oleh para pihak. Pengaturan yang secara luas ini memang tidak melarang bifurkasi 

sebagai prosedur arbitrase, akan tetapi alangkah baiknya diatur secara spesifik 

mengatur mengenai dasar kewenangan arbitrase pada bifurkasi dalam peraturan 

institusi arbitrase Indonesia selaras dengan peraturan arbitrase Internasional. 

B. Kedua, terdapat kekosongan hukum dalam UU 30/1999 mengenai definisi berbagai 

bentuk putusan selain putusan akhir dalam arbitrase seperti: putusan 
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sela/provisionil, putusan parsial, procedural order, dan order&decisions dapat 

menimbulkan tumpang-tindih definisi dan ketidakpastian hukum. Pengaturan 

bentuk putusan arbitrase dalam UU 30/1999 hanya mencakup definisi putusan akhir 

secara tegas, dan menyebut putusan sela, dan putusan provisionil sekalipun tidak 

didefinisikan lebih lanjut. Putusan akhir dapat diputuskan oleh majelis arbiter dalam 

hal tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara pada pemeriksaan 

bifurkasi, dan akibatnya menyelesaikan seluruh perkara dalam putusan akhir. 

Bentuk putusan dalam memutus putusan selain putuan akhir yang dapat digunakan 

oleh majelis arbiter dalam memutus sebagian isu perkara dalam hal dilakukanya 

bifurkasi adalah putusan parsial yang umumnya menyelesaikan sebagian isu 

materiil perkara dan dalam hukum arbitrase internasional memiliki sifat final, dan 

putusan sela/provisionil dalam hukum arbitrase Indonesia. Dalam praktik majelis 

arbiter dapat menggunakan putusan parsial, sekalipun tidak diatur secara tegas 

dalam UU 30/1999 untuk memutuskan sengketa perkara materiil dalam arbitrase. 

Rekomendasi atas tindakan tersebut adalah dengan mencantumkan kembali amar 

dan pertimbangan putusan parsial tersebut dalam putusan akhir guna mendapat 

kepastian hukum mengenai pelaksanaanya. Melihat pertimbangan-pertimbangan 

pengadilan Indonesia dalam kasus putusan selain putusan akhir yang rawan akan 

tidak diakui dan dilaksanakan. Hal ini untuk menjamin keberlakuan mengenai isi 

dan putusan parsial yang menyelesaikan sebagian perkara arbitrase untuk tetap 

memiliki sifat final dan mengikat seperti putusan akhir.  

C. Ketiga, implikasi hukum pertama mengenai kewenangan dalam mengatur batas 

jangka waktu pemeriksaan arbitrase diserahkan pada para pihak. Jika para pihak 

tidak menentukan, maka secara otomatis pengaturan mengenai batas jangka waktu 

arbitrase maksimal 180 (seratus delapan puluh hari) berdasarkan peraturan 

perundang-undangan Indonesia berlaku dalam perkara. Selain itu, kewenangan 

dalam memperpanjang batas jangka waktu pemeriksaan diberikan kepada majelis 

arbiter sesuai dengan peraturan institusi arbitrase yang berlaku pada perkara. 

Alasan-alasan Majelis arbiter dalam memperpanjang pemeriksaan perkara arbitrase 

termasuk: diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu; 

sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya atau  

dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.  

D. Keempat, implikasi hukum kedua mengenai putusan arbitrase yang dihasilkan 

setelah batas jangka waktu pemeriksaan yang ditentukan adalah majelis arbiter 
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bertanggungjawab atas kerugian dan biaya tambahan akibat keterlambatan putusan 

arbitrase tersebut terhadap para pihak bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 

20 UU 30/1999. Majelis arbiter dalam berperkara juga harus berusaha semaksimal 

mungkin menyelesaikan perkara sesuai batas jangka waktu yang berlaku pada 

perkara tersebut. Putusan arbitrase yang dibuat setelah batas jangka waktu 

pemeriksaan arbitrase tetap berlaku karena tidak termasuk dalam unsur-unsur 

pembatalan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU 30/1999. Jadi, 

implikasi hukum putusan arbitrase yang melewati batas jangka waktu pemeriksaan 

adalah majelis arbiter bertanggungjawab atas kerugian dan biaya keterlambatan 

putusan kepada para pihak. 

 

2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan dalam bab 1 sampai dengan bab 3 beserta 

kesimpulan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai upaya 

perkembangan hukum arbitrase indonesia pada bifurkasi dalam arbitrase. Saran-saran 

penulis dalam perkembangan hukum arbitrase Indonesia adalah sebagai berikut: 

A. Pertama, dalam mengakomodasi acara arbitrase bagi para pihak yang ingin 

menyelesaikan sengketa di arbitrase yang efisien waktu & biaya. Para pihak 

memiliki hak untuk memilih hukum acara arbitrase yang berlaku dalam perkara. 

Pemilihan hukum acara arbitrase prosedur bifurkasi ini dapat dicantumkan dalam 

perjanjian arbitrase secara tegas dengan frasa sebagai contoh: “Bifurkasi mengenai 

isu yurisdiksi dengan isu materiil dapat dilakukan oleh para pihak atau majelis 

arbiter.” Selain pencantuman frasa Bifurkasi secara tegas dalam perjanian arbitrase, 

pemilihan hukum institusi arbitrase dalam perjanjian arbitrase yang mengatur 

secara tegas bifurkasi. Pemilihan peraturan institusi arbitrase seperti ICSID Rules 

2022 yang telah mengatur bifurkasi secara tegas dalam peraturannya dapat menjadi 

alternatif bagi para pihak untuk mengakomodasi bifurkasi dalam acaranya. Hal ini 

merupakan upaya pertama yang dapat dilakukan para pihak untuk meningkatkan 

efisiensi pemeriksaan sengketa dan menghindari permasalahan-permasalahan 

mengenai bifurkasi pada arbitrase. 

B. Kedua, sebagai upaya mendukung poin Pertama, maka sebaiknya Pasal 32 UU 

30/1999 yang mengatur mengenai putusan provisionil dan putusan sela diberikan 

definisi yang jelas putusan selain putusan akhir arbitrase. Selain penambahan 

definisi yang jelas, konsep putusan sela dan putusan provisionil harus juga diatur 
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dengan berbagai bentuk putusan selain putusan akhir lainnya, termasuk putusan 

parsial, procedural order, dan order & decisions dalam hukum arbitrase 

Internasional. Perlu diatur juga lebih lanjut mengenai putusan arbitrase selain 

putusan akhir memiliki sifat putusan arbitrase yang “final dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan mengikat para pihak” seperti yang tercantum Pasal 60 UU 

30/1999. Penulis beranggapan sudah seharusnya dilakukan pembaharuan mengenai 

berbagai macam putusan arbitrase yang ada, dan pengakuan terhadap putusan 

parsial sebagai putusan yang memiliki sifat akhir. Hal ini bukan merupakan hal 

baru, Undang-Undang arbitrase Inggris telah menerapkan bahwa putusan yang 

memiliki sifat final dapat diputuskan dalam putusna provisionil. Pengaturan ini 

diperlukan untuk memperjelas, menghindari tumpang-tindih definisi putusan dan 

memberikan kepastian hukum bagi majelis arbiter dalam memberikan putusan 

arbitrase akibat yang dapat diakui dilaksanakan dalam pengadilan Indonesia. 

C. Ketiga, peraturan-peraturan institusi arbitrase Indonesia dapat berkembangan 

mengikuti peraturan institusi arbitrase internasional dengan mengatur mengenai 

bifurkasi dalam peraturan arbitrasenya secara tegas. Pengaturan bifurkasi secara 

tegas dapat dilakukan perbandingan dengan pengaturan bifurkasi pada berbagai 

peraturan institusi arbitrase internasional, contohnya pada Pasal 42, 44 dan 45 

ICSID Rules 2022. Pengadopsian hukum melalui perbandingan pengaturan 

bifurkasi dalam arbitrase internasional dapat meningkatkan perkembangan hukum 

arbitrase Indonesia. Selain itu perkembangan hukum ini memberikan opsi bagi para 

pihak dalam menentukan acara arbitrase dan meningkatkan fleksibilitas dalam 

acara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perkara. Kepastian hukum mengenai 

acara arbitrase bifurkasi juga dapat tercapai dengan diatur secara tegas mengenai 

dasar hukum kewenangan, batas jangka waktu pemeriksaan arbitrase, dan hasil 

putusan akibat bifurkasi serta prosedur-prosedur teknis lainnya yang relevan 

terhadap bifurkasi. Pada akhirnya, perkembangan ini dapat meningkatkan 

perkembangan peraturan institusi arbitrase Indonesia yang selaras dengan peraturan 

institusi arbitrase internasional. 
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